v

PenElitiaN HIBAH BERSAING 2009

ANTARA NILAI DEMOKRASI MODERN DAN DEMOKRASI LOKAL: DILEMA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 
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RINGKASAN

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama dua tahun dengan sasaran akhir untuk mendapatkan dua hal berikut: (i) rumusan strategi dan model untuk mengakomodasi sistem sosiobudaya masyarakat di nagari dalam pelaksanaan otonomi daerah; (ii) penjelasan komprehensif berkaitan dengan hubungan antara demokrasi modern dan sistem sosiobudaya lokal (demokrasi lokal) dalam pelaksanaan otonomi daerah  melalui publikasi tulisan di jurnal akreditasi nasional dan atau jurnal internasional.  Sehubungan dengan itu, sebagai tahapan permulaan untuk mencapai sasaran akhir penelitian di atas, maka penelitian tahun pertama ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kebijakan negara [pemerintah pusat] dalam melaksanakan demokrasi lokal melalui pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat.  Identifikasi kebijakan ini terkait dengan pelaksanaan fungsi negara, terutamanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; (ii) mengidentifikasi dan memetakan sistem sosiobudaya masyarakat di nagari yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kesesuaiannya dengan praktik demokrasi modern [liberal].  Kesesuaian kedua sistem nilai ini menjadi dasar dalam menguatkan peran negara untuk menciptakan integrasi nasional dan kestabilan politik, dan; (iii) menganalisis pelaksanaan demokrasi lokal berdasarkan sistem sosiobudaya masyarakat di nagari dan implikasinya terhadap model demokrasi yang dapat memperkuat fungsi negara di daerah. 

Secara konsep, demokrasi lokal ini ditandai dengan keterlibatan kelompok sosial masyarakat yang diikuti oleh partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.  Ini karena demokrasi memerlukan ruang promosi untuk warganya berpartisipasi sehingga demokrasi lokal harus menyediakannya (Gellner & Hachhethu, 2008).  Selain itu, demokrasi lokal dapat diidentifikasi dari kemunculan budaya masyarakat setempat yang dapat mendorong mereka terlibat dalam proses politik (Sisk 2001).  Jadi, demokrasi lokal yang dilaksanakan haruslah mengakar pada realita masyarakat yang melaksanakan.  Ini juga bermakna sistem sosiobudaya masyarakat lokal harus diakomodasi dalam praktik demokrasi lokal tersebut.  Kecenderungan ini juga menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara praktik demokrasi lokal dengan penyelenggara pemerintahan modern di tingkat terendah.  Sebaliknya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan modern ini sangat ditentukan oleh sistem sosiobudaya masyarakat lokal.

Oleh karena luasnya konsep demokrasi lokal, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka fokus analisis demokrasi lokal ini adalah kepada pelaksanaan fungsi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari.  Ini karena fungsi pembangunan berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat yang menjadi nilai asas praktik demokrasi modern.  Penelitian ini menggunakan sebelas nagari berprestasi di bidang pembangunan di seluruh Sumatera Barat, yaitu: Nagari Baruang-baruang Balantai di Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Lubuak Pandan di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Andaleh Kabupaten Limapuluah Kota, Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar, Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman, Nagari Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung, Nagari Pakan Rabaa Tangah Kabupaten Solok Selatan, dan Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka informan penelitian dalam penelitian ini adalah wali nagari, kepala urusan pembangunan pemerintahan nagari, ketua badan musyawarah nagari, camat, ketua KAN, tigo tungku sapilin (tokoh masyarakat), fasilitator pembangunan di nagari, dan masyarakat nagari.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik grounded theory.  Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh berkaitan dengan kondisi empirik di lapangan.  Hasil penelitian ini mendapati: 

1. Bentuk kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan model demokrasi yang dilaksanakan: 

a. Kebijakan pemerintah pusat yang dijadikan acuan dalam praktik demokrasi lokal adalah bentuk pelaksanaan fungsi regulasi negara sesuai dengan praktik negara kuat (otonomi negara).  Namun, fungsi regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan daerah membawa implikasi terhadap sistem sosiobudaya masyarakat lokal.  Implikasi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hal, seperti penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme Musrenbang di nagari, penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan penyelenggaraan sistem sosiobudaya masyarakat di nagari.  Dalam penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme Musrenbang ini membawa implikasi pada penguatan sistem sosiobudaya masyarakat di nagari (mutual existing).  Selain itu, ada juga penguatan sistem sosiobudaya masyarakat lokal yang bersifat positive asymmetrical yang dilakukan oleh negara.
b. Namun, dalam keadaan tertentu, terutamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, fungsi regulasi yang dilaksanakan pemerintah (pusat/provinsi/kabupaten) ini melemahkan sistem sosiobudaya masyarakat lokal.  Keadaan ini menggambarkan adanya dominasi dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang bersifat negatif atau model demokrasi negative asymmetrical.
c. Selain itu. muncul juga praktik demokrasi modern yang bersifat diametrical, yaitu penyelenggaraan demokrasi modern yang praktiknya bertentangan dengan sistem sosiobudaya masyarakat lokal.
2. Rumusan strategi yang diperlukan:

a. Menguatkan peran negara dan sistem sosiobudaya masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi lokal, terutamanya untuk model demokrasi yang bersifat mutual existing dan positive assymetrical.
b. Mencari strategi khusus untuk mengakomodasi sistem sosiobudaya lokal dalam penyelenggaraan demokrasi modern yang bersifat negative assymetrical dan diametrical yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi negara dalam kehidupan masyarakat lokal.

